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BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 210 TAHUN 2020
TENTANG

PENGADAAN BARANG /JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA -
UNIT PELAKSANA TEKNIS DILINGKUNGAN DINAS KEBEHATAN

Menimbang :

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2008 tentang Badan Layanan Umum Daecrah,
perlu - menetapkan  Peraturan Bupati  tentang
Pengadaan Barang/jasa Badan Layanan Umum
Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Dinas Keschatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumaltera Tengah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 23) ;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaga Negara Republik
Indonesian Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
563);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



Tambahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Ilembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S079);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok
dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami
(Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang
kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Megaran  Republik Indonesia Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tambahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340 ;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengeleolaan Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGEKUNGAN
DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penvelengearaan  Pemerintahan  Daerah  vang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3, Bupati adalah Bupati Sololk.

4, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah sistem yvang ditetapkan oleh
Unit Pelaksana Teckniz Dinas/ badan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yvang
mempunyai fleksibelitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengendalian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah
Kepala UPT Puskeamas dan Laboratorium
Kesehatan Daerah Kabupaten Solok yang dianglkat
oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap
kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah
UPT Puskesmas dan Laboratorium Keschatan
Daerah .
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Unit Pelaksana Teknis Puslkesmas dan
Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit
Pelaksana Tekms Pusat Kesehatan Masvarakat dan
Labor Keschatan Daerah Kabupaten Sclok yang
telah ditetapkan scbagan Badan Layanan Umum
Daerah.

Badan Layanan Umum Dacrah Puskesmas dan
Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Kerja
pada Dinas Kesehatan yvang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/jasa vyang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan  kegiatan didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas,

Fleksibilitas adalah  keleluasaan  pengelolaan
keuangan /barang Badan Layvanan Umum Daerah
pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari
ketentuan yang berlaku umum,

Kuasa Pengguna Angguran pada Pelaksanaan BLUD
yvang selanjutnya disingkat KPA adalah Pimpinan BLUD
vang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan
dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jase

Pejabat  pengadaan  adalah  personil yang
melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang
bernilai sampai dengan 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan/fataun pembelian melalui e-
purchasing,

Unit Kerja Penpadaan Barang/Jasa yvang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah
Kabupaten Solok wang menjadi pusat keunggulan
Pengadaan Barang/.Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang seclanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia, vang ditugaskan secara khusus

untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna



dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (duua
ratus juta rupiah).

14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan, baik berbadan hukum
maupun bukan berbadan hukum, yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

15, Katalog elektronik adalah sistem informasi
clektronik  yang memuat daftar, jenis dan
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai  Penyedia  barang/jasa yvang menjadi
alternatif bagi Badan Layanan Umum Daerah UPT
Puskesmas dan Labkesda dalam belanja barang
jasa kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah.

16. E-purchasing adalah tata cara pembelian
barang/jasa melalui System katalog elektronik.

17, Keadaan Cito adalah Keadaan yang  sangat

Segera dan Jika ticlak diadalkan
Jdiperbaiki/ditangani akan mengEanggL

/menghentikan  pelayanan Puskesmas  atau
membahayakan jiwa,

18, Pengadaan  Cito  adalah  pengadaan  yang
dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang

terjadi tanpa perencanaan sebelumnya,

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pagal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini
adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa BLUD pada UPT Puskesmas dan
Labkesda,

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini
adalah untuk menjamin ketersediaan dan/atau
jasa vang lebih bermutu, lebih mudah, proses

Aermradaat vanoe =ederhana cenat =erts muadah



menyesuaikan dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi ;

a.

=

e @ g 0

F ®=

Para pihak ;

Perencanaan dan pengumuman dan pengadaarn;
Persiapan pengadaan;

Pelaksanaan pengadaan;

Metode pengadaan,;

Pembayaran presusi kerja

Pelaporan dan serah terima;dan

Pembinaan dan pengawasan

Bagian Keempat
Prinsip dan Etika
Pasal 4

Prinsip pengadaan barang/jansa pada BLUD UPT

Puskesmas dan Labkesdas adalah :

B

efektif, vaitu pengadaan barang/jasa BLUD harus
gsesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan
BLUD dan menjamin keberlangsungan pelayanan.
efisien, wyaitu pengadaan barang/jasa BLUD
menggunakan dana BLUD vang dialokasikan
para kurun waktu tertentu sesuai dengan
proporsional pendapatan BLUD pada kurun

waktu tersebut.

. lransparan, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD

memberikan kejelasan bagl segenap pemangku
kepentingan di BLUD.

praktik bisnis yang schat, pengadaan
barang/jasa BLUD mengikuti praktek terbaik
vang berlakn umum dan sesuai dengan tata

kelola pemerintahan yang baik dan benar.



dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka

menjamin pelayanan BLUD.

Pasal 5

Para pihak vang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

.

.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,
dan ketepatan tujuan Pengadaan;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan
Pengadaan;

menghindari  dan  mencegah  pemborosan dan
kebocoran keuvangan BLULD;

menghindari dan mencegah  penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi; dan

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, [
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dar atau kepada
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan

dengan Pengadaan Barang dan jasa

BAB II
PARA PTHAK
Bagian Kesatu
Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 6

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas;
a. KPA;

h. Pejabat Pengadaan;

c. Pokja Pemilihan; dan
d. Penvedia;



Bagian Kedua

Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 7

KPA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,

memiliki tugas:

.

menvusun dan menctapkan perencanaan pengadaan
sesual RBA;

mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di
dalam RBA sebelum dimulainya proses Pengadaan
pada tahun anggaran berjalan;

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(apabila ada);

mengendalikan Kontrak;,

menetapkan Pejabat Pengadaan yang berasal dari
internal BLUD;

Bagian Ketiga
Pejabat Pengadaan
Pasal 8

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

hurul b memiliki tupas:

i,

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung/ Penunjukan Langsung untuk pengadaan
Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ralus
juta rupiah);

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pekerjaan
Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah}; dan
melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



Bagian Keempat
Pokja Pemilihan
Pasal 9

(1) Polkga Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf ¢ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

d.

b.

.

merupakan pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau
Aparatur Sipil Negara vang memiliki sertifikat
kompetensi keahlian Barang/.Jasa.
memiliki integritas dan disiplin; dan

mendatangani Pakta Integritas.

(2) Pokja Pemilihan dilarang merangkap jabatan sebagai :

i,

perencana, pengelola kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan
dan layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan

Barang/Jasa dalam paket yang sama; dan

b, pengelola layanan pengadaan secara elektronik,

(3) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki

tugas:

,

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyedia untuk katalog elektronik; dan

menetapkan  pemenang  pemilihan/Penyedia  untuk

metode pemilihan:

1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang,/ pckerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan
nilai pagu HIIEZEETATL paling banyak
Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2, seleksif penunjukan  langsung  untuk  paket
pengadaan jasa konsullansi denpgan nilan pagu
anggaran paling banyak REpl0.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga

Perkiraan Sendiri paket-paket vang akan

ditender/seleksi;

melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulal dari

pengumuman  kualifikasi  atau  pelelangan  sampai

dem s T eriaara b s oo b e



e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dengan nilal pagu anggaran
paket pengadaan bernilai paling sedikit diatas Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah] dengan metode
penunjukan langsung/tender/tender cepat;

f. melaksanakan pemilihan penyvedia jasa konsultansi
dengan nilai papu anggaran paket pengadaan bernilai
paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,- [seratus juta
rupiah) dengan metode seleksi/penunjukan langsung;

g. menyampaikan berita acara hasil tender/berita acara
hasil seleksi kepada kepala UKPB.J;

h. membuat laporan tentang hasil Pengadaan Barang/Jasa
kepada kepala UKPBJ;

i, memberikan data dan informasi kepada kepala UKPBJ
mengenal  penyedia  Barang/Jasa yang melakukan
perbuatan  seperti penipuan,  pemalsuan, dan
pelanggaran lainnya; dan

(4) Pokja pemilihan mempunyai kewenangan scbagai berilout:

a, mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA
melalui kepala UKPBJ dan ditembuskan kepada APIP
pemerintah daerah Kabupaten Solok untuk:

1. pengadaan Barang/konstruksi/Jasa lainnya dengan
nilai pagu anggeran paling scdikit diatas Rp.
100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);dan

2, pengadaan Jasa konsultansi dengan nilai pagu
anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah).

b. menetapkan pemenang untuk metode pemilihan:

1. tender/ penunjukan langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak
Rp. 100.000,000,000,- (Seratus miliar rupiah); dan

2. seleksif penunjukan langsung  untuk  paket
Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagua
anggaran paling banyvak Rp. 10.000.000.000,
(sepuluh miliar rupiah).



o, mengusulkan kepada Kepala UKPBJ agar Penyedia
Barang/Jasa vyang melakukan perbuatan  seperb
penipuan, pemalsuan dan pelangparan lainnya untuk
dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam
untuk diteruskan dan ditetapkan oleh PA/KPA;

(3) Pokja Pemilihan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang
dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal sesuai
kompleksitas pemilihan Penyedia.

(6) Pokja Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
berdasarkan usulan Kepala UKPB.,

(7] Pokja Pemilihan dalam penugasannva dibentuk/
dibubarkan dan ditetapkan/ditempatkan/ dipindahkan oleh
Kepala UKPBJ dan bertanggung jawab kepada kepala
UKPB.J melalui sekretaris UKPB.J,

(8) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

(¥ Polga Pemiliban merupakan pegawal tetap di UKPBJ dan
bukan pegawai yang bersilal adhoe dari unit kerja lain
diluar UKPB.],

(10)Pengangkatan dan pemberhentian Pokja Pemilihan tidak

terikat tahun anggaran.

Bagian Kelima
Penyedin
Pasal 10
(1) Penvedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
wajib memenuhi kualifikasi sesual dengan barang/jasa
(2] yang diadakan dan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

¥

ketepatan wakiu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan



BAE III
PERENCANAAN DAN PENGUMUMAN PENGADAAN
Pasal 11
(1) Perencanaan Pengadesan dilakukan pada saat
penyusunan RBA,
[2) Perencanaan Pengadaan dilakukan sesuai dengan
RBA UPT Puskesmas dan Labkesda, meliputi:

a. jenis kegiatan;

b. lokasi;

c. volume;

d. biaya;

€, sasaran;

f.  waktu pelaksanaan kegiatan,

g. pelaksana kegiatan anggaran; dan

rincian satuan harga untuk keglatan pengadaan

vang akan dilakukan;

Pasal 12

(1) Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RBA
diumumkan oleh KPA,

(2) Pengumuman Rencana Pengadaan Barang/ Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP).

EBAE IV
PERSIAPAN PENGADAAN
Pasal 13
(1) KPA  menyusun dokumen  persiapan  Pengadaan
berdasarkan RBA vang terdiri dari:
a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK]/spesifikasi teknis
(apabila diperlukan)

d. daftar kuantitas dan harga [apabila diperlukan);



f. rancangan surat perjanjian.

(2) HPS sebagaimana dimaksud pada avat (1) buruf d
ditetapkan olech KPA sebelum dilaksanakannya kegiatan
pengadaan dengan merujuk pada harga pasar,

(3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi
tentang harga barang/jasa di daerah setcmpat dan/atau
daerah sekitar lainnya, KPA dapal menggunakan harga
pasar di daerah sekitar lainnya, apabila barang/jasa
vang dibutuhkan tidak ada di daerah sctempal.

(4) KPA menentukan harga pasar dengan memperhatikan
kondisi sebagai berikut:

a. dalam hal hanya terdapat 1 (salu) Penyedia, maka
harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia
Lersebul; dan

b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia,
malka harga pasar adalah;

1. harga yang paling banyak ditemukan; atau
2. harga yang paling rendah jika tdak ada harga
sebagaimana dimaksud pada angka 1.

(5) KPA menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung
dengan cara:

a. menggunakan harga pasar,

b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
dan

¢, memperhitungkan biaya angkut (jika barang yvang
diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat
vang memerlukan biaya angloat),

(6) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada
RBA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek
belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih
dahulu melakukan revisi RAB pada RBA.

(7) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi
Pengadaan tidak cukup/tdak dapat menggunakan bukt
transaksi struk, nota dan kuaitansi.



Pasal 14

(1) KPA menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pgjabat
Pengadaan untuk dilakukan Pengadaan.

(2] Persyaratan dolkumen persiapan pengadaan
sebagaumana lerdapat pada ayat (1), dikecualikan untuk
pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- {lima puluh
juta rupiah)

(3] Pengadaan Barang/.Jasa SEIMpAai dengan Rp.
50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) cukup dilengkapi
dengan surat pesanan yang ditanda tangani oleh KPA

BAB YV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD
Pasal 15

(1) UPT Puskesmas dan Labkesda scbagai BLUD
diberikan  fleksibilitas  berupa  pembebasan
seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum
bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena
terdapat alasan efektivitas dan/atau eflisiensi
yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD,

(2) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin
ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu,

(3) efektif dan efisien, dengan proses pengadaan
vang cepat dan mudah menvesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung  kelancaran
pelayanan BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda,

Pasal 16
(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD
UPT Puskesmas dan Labkesda dilakukan melalui
penyedia
(2) Pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan dengan cara:
a. pengadaan langsung; atau
b. tender.



{3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huraf a. dilaksanakan untuk Pengadaan sampai
dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4] Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tata cara
scbagai berikut:

a. Pejabat Pengadaan membeli barang/jasa kepada
satu Penyedia untuk pengadaan bernilai sampai Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi (tawar-
menawar) dengan Penyedia untuk Pengadaan yang
bernilai diatas Rp. 50.000.000,- {lima puluh juta
rupiah)

{5) Pengadaan dengan cara tender sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b, dilakukan oleh Pokja Pemilihan
UKPBJ Kabupaten Solok yang bernilai diatas Rp.
200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 17

(1) Bukti Transaksi Pengadaan terdiri atas:

a, bukti pembelian/pembayaran/Kuitansi
b, kuitansi perjanjian

¢, Surat Perintah Kerja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan.

(2) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilal pahng
banyak  Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah)
mengeunakan bukt pembelian/pembayaran.

(3] Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling
banyak Rp 50.000.000,00 [ lima puluh juta rupiah)
mengeunakan kuitansi perjanjian atau SPK untuk
pekerjaan vang memerlukan perjanjian para pihak di
dalam pelaksanaanya.

(4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ digunakan untulk ;

a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).



paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampal dengan nilai paling
banyvak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), dan

c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(5) Burat perjanjian sebagaimana dimeaksud pada ayat (1)
huruf d digunakan untulk ;

a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai paling sedikilt di atas
Rp200,000,000,00 ([dua ratus juta rupiah) dan

b, Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
sedikit di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

(5) SBurat pesanan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko
daring.

(6) Kuitansi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilihat pada Lampiran | Peraturan

Bupati ini.
BAE VI
METODE PENGADAAN BARANG/JASBA
Pasal 18

(1) KPA menugaskan pejabat pengadaan BLUD untuk
melakukan pengadaan barang /jasa.

(2) Hasil pengadaan barang/ jasa diserahterimakan
kepada bendahara pengelola barang untuk dicatat dan
dibukukan.

(3) Pengadaan barang/jasa dapat melebihi jenjang
nilai sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan
ayat (2) dalam hal :

a. Pengadaan melalui e-purchasing barang /jasa
vang terdapat pada katalog elektronik LEFPP,



dengan kebutuhan BLUD Puskesmas dan
Labkesda atau merupakan kewajiban
terhadap pelaksanaan e-purchasing yang
b. ditetapkan oleh Pemerintah Dacrah ;
¢. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang
dilaksanakan dengan segera dikarenakan
kondisi mendesak/darurat dan sesuai
kebutuhan untuk mengatasi kondisi
mendesak /darurat atau kondisi yang akan
membahayakan jiwa, tanpa melalui
perencanaan karena keadaan Cito
d. Pembelian dalam market place atau online
shop yang telah dikenal luas dalam praktik
bisnis ;
e, Penunjukan Langsung dengan Kriteria :
. agen tunggal pemegang merk ;
2, distributor resmiyang ditunjuk oleh
pabrikan/principal ;
3. pemegang hak paten ;
4. penyedia jasa tunggal ;
5. pengembangan sistem yang berkelanjutan,.

(4) Pekerjaan jasa konstruksi sederhana dilalkukan

(1)

(2]

dengan metode swakelola, yang dapat berupa
pemeliharan dan rehab gedung dengan menunjuk
Kepala Tata Usaha Puskesmas dan Labkesda
sebagai pejabat pelaksana kegiatan,

BAB VII
PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

Pasal 19
Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada
penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai
ketentuan perjanjian.
Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia



(3]

(1]

(3]

(4

(=

(1)

(2]

vang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima
Barang/Jasa.

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita
Acara Serah Terima Barang/Jasa scbagaimana
dimalksud pada ayat (2) dapat dilihat pada Lampiran II,

III dan IV Peraturan Bupati ini.

BAE VIII
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 20
Pejabal Pengadaan menyampaikan laporan kepada
KPA berupa :
a, kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
b, pelaksanaan Pengadean yang telah selesai 100%

(seralus persen),

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen pendukung berupa sural pesanan,
bukti transaksi dan BAST
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, KPA menerima hasil kegiatan
Pengadaan melalul Penyedia dengan menandatangani
BAST.
KPA melakukan pengarsipan  dolkumen  terkait
Pengadaan yang telah dilaksanakan,
Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud
pada aval (4) harus disimpan dan dapat diakses oleh

pihak vang memiliki kewenangan untuk melakukan

PCNEaAWASAN.
BAB IX
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Salok

Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan



Dinas Kesehatan melibatkan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Solok.

Pasal 22

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh
Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh

Bupati melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAR X
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar sclap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Solok,

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 - Mei -~ 2020
BUPATI SOLOK,

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal Ao - Mel - 2020 ;
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK

1

=P

ASWIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 210




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR s 20 Tolhuwn | 2020
TANGGAL : Ao- MU - 2020

KUITANSI ANJIAN

Momar JEPAS =20,
ANTARA
KUASA PENGOUNA ANGGARAN
Eepintan ...
DENGAN
Y s thiiins
Pada hati inl ... tanggal ....oooe bulan e, tahUn eovesees bertempat di Dinas .........., kami
vang bertanda tangan di bawah ini |
1. Nama ! hadiiias ‘
NIF e
Jabatan :  Kuasa Pengguna Anggaran
Fegintan D e
Alamat = s
yang berwenang dolam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok cg,
ceerearens berdasarkan Keputusan Bupat Selok Nomor ! ... tanggal ..., tentang Penunjulkan
Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah Pada Dinas ... Tahun
ADREATAN ..0vivinis , selanjutnyn disebut PIHAK PERTAMA,
2. Nama S
Jubatan :  Direktur
Alnmaot T
MPWP .
yang berwenang dalam hal inl untuk dan atas namo CV, .......berdasarkan SIUP Nomor:
.......... tanggal .........., selanjutnys disebut PIHAK KEDUA,
PIHAK KEDUA telah sepakat dengan FIHAK PERTAMA untuk mengadakan pekerjean .......... dengan
nilal sebesar Bp. .o ({terbilang) dan waktu pelaksanaan selama ., (..... hari) dari tanggal ..........
[, o el

Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah semun pekerjaan
diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara langsung,

Untulk dan Atas Name Untulk dan Atas Mama
KUABA PENGGUNA ANGOARAN PERTEDIA
NIP, ...ooo. Direltur
Dikerabul oleh :

KEPALA DINAS ...
NIP. .eovocee




LAMPIFAN I1

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR . 26 .Tedum - 2020
TANGGAL @ A0- Mel- 2020

Contoh BAPHP yang Tidak memerlukan Tim Teknis

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA

L [ o et L RN U e A
Pada hari ini .........tanggal .......bulan........tahun ..., kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan : Kuasa Pengpuna Angguaran
Berdasarkan '/ Keputusan .......occceeeeen TBOEEAL oooviiiiesriinncsnes NOMOF 1 siiiiaaniinnaeii

selalu Kuasa Pengguna Anggaran, telah memerikan dengan leliti sesuai daftar
terlampir yang diserahkan oleh Direktur/ Direltris PT/CV ... berdasarkan
Kuitansi Perjanjian/ SPK/ Surat Perjanjian Nomaor S e LAY Y
Tanggal .oovvvvvevrnnnnen BUlBO e, ahun L., dengan kesimpulan sebagai
berikut :

(). Baik
(b}, Kurang/Tidak Baik

Barang yang baik, kami beri tanda * ¥ %, yang selanjumya akan diserahkan olch
Penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan yvang tidak baik telah kami
beri tanda * X ",

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ranpgkap 3 (tiga] untuk dipergunakan
schagaimany meatinya.

Penyedia Barang/Jasa Kuasa Penppuna Anggaran
Dt/ Cap Dita
(i (A |
MNama Terang | | S e s



LAMPIRAN BEERITA ACARA PEMERIESAAN HARIL PEEERJAAN
PENGADAAN BARANG
{Tanpa Tim Teknis)

KEGIATAN
FERERJAAN PR T
Nilai Peketjaan N R ‘
Kondis1 Barang Ket.
Mo Uraian Volume Spesifileasi Memenuhi | Tidak

Menenuhi

Kesimpulan Hasil Pemeériksaan
1 Illllnl-u mE d“’!flma L L R R LI R E R

? Spesifikas barang sesual dengan Kultansi Perjanjian/SPK fSurat Perjan)ian Nomaor ....tanggal ..

3 Keadaan barang diterlma .........ccoccerine

Penyedia Barang/.Jasa Kuasa Pengguna Anggaran
I:El-m,.f Cap Dito
fiiiansnsoana v TR EER R |
Nama Terang NP i vnivaranarens
BUPATI SOLOK,




LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI SOLOK
MOMOR ¢ A0- Todwn - 2020
TANGGAL : 20- M8 - 20320

PEMERINTAH DAERAH
KEKABUPATEN SO0OLOK

No Register :

DOKUMEN
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

PENGADAAN BARANG/JASALAINNYA/
JASA KONSULTANSI

BAGIAN YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SEERETARIAT DAERAH




BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
LAINNYA/JASA KONSULTANSI

(o, [ T v R PR e

Pada hari ind ..o -4 ) T e R i 175 31 AR A TP ¥ Tk | R iis

ettertipetds o s i s s Kabupaten Solok, vang bertanda tangan dibawah

ini

1. Direktur/Direktris ENVPTE gk
berbedudnkean M oo , bertindal
untuk dan atay nama
CVIPL hediiiniidnaaramini ,  selamjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

o LELECA i Eih ST M B R R i Kuasa Penpgguna Anggaran Bidang ...,

DInas ...cocoinviensn. Kab, Bolok berkedudukan di
Kantor DINAs .ooeoeneenas Gabupaten Sololke
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Republik Indonesin Cg. Bupati Sclok., PIHAK
KEDLIA

Dengan ini menyatakan |

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyernhan kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA teclah menerima penyershan  hasil pekerjpan ... dard
kegiatan ......... tahun .......... Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjpan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi dari Penyedia ke
KPA, Yang terdiri dari :

No | Nama Kepgiatan | Uraian | Jumlsh | I~{£L1:ga. Per | Total Ket

Linit

1. |

2. Apabila terjadi atas barang-barang yang diserahkan tersebut di atas kerusakan
kelkurangan, ketidaksesuaian dan lain-lain yang diakibatkan oleh proses
pengadaasn dan selama masa sebelum serah tenima ini menjadi tanggung jawab
PIHAK PERTABMNA

3. Penentuan Penanggung jawab pengelola/pemakai dengan pemanfaatan kegiatan
selanjutnya menjadi wewenang PIHAK KEDUA.

==



-

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masin-
masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dapat dipergunakan
sebagai bahan seperiunva.

PIHAK KEDUA PIHAEK PERTAMA
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
TP e anb 00 L4 Ehralbade Direltur/ Direktris
MENGETAHUI
KEPALA DINAS .ciassiararsansansarnsarans
PP RPN PEPPTYTTTPITI T TTTIT
BUPATI BOLOK,
/%f;
2
s GUSMAL
Vi



LAMPTEAN TV

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR s 1o - Tedhwn - 2020
TANGGAL : 20- Mzl — 2p2g

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK

No Register :

DOKUMEN
SERAH TERIMA SEMENTARA
HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI

BAGIAN YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH




KOP KEGIATAN

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SEMENTARA PEKERJAAN

KEGIATAN D AR S A A N R R S v
PAKET e A L P e PP
TAHUN ANGOARAN oL B s R RS Y S SRS i da i
MNOMOE KONTREARK L e e P E o e et S
Pada Hars 10l i tanggal: e bulan........ AR o k[ SepiE ey

kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama § ... R AT
Jabatan : KPA Kegialan ...........,
Berdasarkan SK Bupatl Nomor ...
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

BULREELRY L cih s b b w4 6 8 b b R
Jabalan . Direktur PT/CV...iiiiviessnries

Berdasarkan Akte Notarls Nomor....ovwennd BANEEAL vinieeins
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

) Eontraks INOImOE " ey TODBRALccrivisis o dan  Addendum
NomoOr ...oocimrimerienisnianensAntara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang
Kontrak Pemborongan Pekerjaan Kegiatan. ..., PRI, i s o

2, Surat Ketua Panitia serah terima pekerjaan kegiatan ....cocecoiioo

palket ..o tentang berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan

dalam ranpka serah terima sementara PeKeTjEAN TOMOT ... .eoeeceerreressasasreases .
tanpgal. s brdeemss i s AR e,
3. Pasal ......ooecrmerens BAB ....cooreenss syarat-syarat umum kontrak tentang Berita

Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan.

Menyatakan bahwa :
1. Pihak kedua wuntuk pertama kali menyerahkan Hasil Pekerjaan
Pemboronesn .. kenada Pihale Pertama dan Fihale Pertama menerima



Z. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui wakitu yang telah ditentulean
dalam Kontrak.

3. Masa Pemeliharaan ditetapkan.....harimulai tanggal....bulan.....tahun...sampai
dengan tanpgal ... bulan._tahun._...

4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara Hasil Pekerjaan
tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Sementara
Pekerjaan.

5. Serah Terima Pekerjnan Akhir ([FHO) akan dilaksanakan pada tanpgal....bulan

Demilkian Berita Acara Serah Terima Sementara Pelcerjean ini dibuat dalam rangkap 6
(enam), 2 (dua) diantaranya bermateral untuk digunakan seperlunya.

Yang menyerahkan Yang menerima
PIHAK KEDUA PIHAK PERETAMA
Materai
Rp. 6.000,-
Direktur NIP. ... =
Mengetahui
Kepaln Dinas/Kantor /Bagian
MR isiisasnanisninion
BUPATI S8OLOK,



